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Abstrak

Dengan adanya dinamika dan kompleksitas ingkungan organisasi Polyi, tulisan tujuan dari tulisan adalah
mengajukan suaty proposisi tulisan ini mengajukan propesi babwa sistematisiv dinamika lingkungarn
organisasi yang bersifat kompleks dan mudtidernensional dapat mendukung cfektiviias organisasi Polri.
Ly pengetabuan sosial merupakan carg yang sistematis dan menyelurud wntuk memahami dinamikd
linghungan organisasi Polri yang besifar kempleks dan multidemensional,

Untuk mendukung proposisi tersebut tulisan ini terdiri dari tiga bagian. Perfama menyajikan dinamika
dan kompleksitas linghungan organisasi Polvi. Bagian kedua wmenyajitan norma-norma ilmu sosial yang
dapar dijadikan dasar bagi inisiasi il kepolisian.” Bagian fkefign mengsynthesakan dinambai/dan
kompleksitas linghungan organisasi Polri dengan norma-norma ilmu-ilmu sosial. Berdasarkan pada hasil
synthesa tersebuf fulisan tui men qustilkan pendekatan mudtisipliner terhadap inisiasi ihnu kepelision yang
dikelompokan menjadi dua kelompok. Kelompak disiplin ilmu-ilmu sosial vang menganalisis masalah
eksternal organisasi Polvi yang meliputi disiplin Kriminols g1, Politik, S osiologi,dand ntropholog:. Kelompok
disiplin ilmu sosial yang menganalisisgnternal arganisasi Polri melipusi Perilaku Orginisasi, Manajemen,
dan Psikologi.

Kata kunci: /ingkungan organisasi, disiplin “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik
il sosial, pendekatan multidipliner, ilmu Indonesia adalah:
kepolisian

a. memelihara keamanan dan  ketertiban
masyarakat;

Pendahuluan

b. akkan hukum; d:
Pasal 13 Undang-undang Nomor tahun penegaian iufum dan

2002 tentang Kepolisian Negara Republik ¢ memberikan perlindungan, pengayoman,
Indonesia menyatakan bahwa: dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pernyataan pasal 13 tersebut merefleksikan
Bambang Indriyanta, Dosen Perilaku Organisasi dan Muanajemen Stratejik ruang hngkup tugas P()h’i’ dan sebagaimana
PTIK/STIK ] ] ]

dinyatakan dalam penjelasan dari pasal tersebut
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:"kata. 18..1.1‘1 ketfgﬁ mgas térsebﬁf sama p_entmgnya !
' f_-__%Harmn Kompas (27 Sepember 2010) melakuka.n |
' '-tentang kepuasan aﬁggota masyflrakat :

-~ hasiloya mez1un3ul<i<an bahwa tmglﬂt lcepuasan_'if'

- dari keuga menun_]ukkan Lecende}. ungar ‘sebagai :

o '.-;_::’oenkut 68,9%:. masyaiakat menyatakan yalqn}.
plmpman PoIn yang baru akan mampu. untu.k_

B keamanan dan kertlban masyarakat dan 67, 1%
' menyatalxan yakm pimpinan Polri ai\an ‘mampu
untuk memngi{aﬂ\an ugas penegakan hukum
dan 71,1% -me_nyatakan. yakin pimpinan Polri
dapét ineningkatkan kinerja Polri . bidang
pelindungan dan pengayoman masyarakat. Flasil
ini tentu saja menunjukkan optimisme terhadap
kinerja - Polri. Namun kecenderungan tersebut
tidak bersifat: tetap, tetapi dinamis, karena
pendapat masyarakat dapat saja berubah ketika
terdapat dinamika yang lebih cepat dari pada
kesiapan organisasi Polri dalam menanggapinya.
Oleh karena itu merupakan suatu kewajaran
jika terdapat perbedaan sudut pandang terhadap
tingkat keberhasilan‘Polri dalam menjalankan
tiga tugas pokok tersebut. Salah saru indikator
ketidak behasilan dalamymenjalankan tugas
pokok Polri adalah karena sikapsemimiliterisme
anggota Polri dalam melakukanspenertiban
masyarakat (Kompas, 2011).

Dinamika

yang tidak hanya
mempunyai dimensi tunggal, tetapi bersifat

terjadi

multidimensional. Jika ini terjadi maka organisasi
Polri tidak bisa hanya mengandalkan satu cara

(coping  strategy),
tetapi dengan mempertimbangkan berbagai

untuk menanggulanginya

aspek dalam memilih strategi penanggulangan

untuk  meminimalisir  ekses. Kompleksitas
menjadi ciri utama bagi Polri menentukan
strategl penganggulangan. Pemberian  tugas
oleh Presiden Jokowi kepada Polri untuk

mengamankan kegiatan Nartral dan Tahun Baru
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(Lompas, 2015) Dqlaﬁn konteks. mz"'p.resaden
"::_;bezharap dalam

dalam peng"zmanan peiaks'mam Pﬂkada secara:.._

___Serentak yang . dilaksanakan pada mnggal 9. e
_.Desembcr 2015 Juga merupakan realisasi tucras o
_ pokok Polm sepem yang dlamanfttkan dalam

:UU nomor 2 tahun 2002
--'memngkatl\an lﬂnerjanya uniuk memehhata s

Fenomena : d1 atas suatu

fenome_na __dm_amﬂx.a __hngkungan _.orgams_a_m Polri

menyaj li{an

yang menjadi bagian - yang -tidak terpisahkan
dari karakter organisasi dan perilaku organisasi
Polri. Pada dasarnya keberlangsungan suatu
ofganisasi, terutama organisasi publik seperti
organisasi Polri, ah p
untuk meﬂanggulangl gejolak dalam suasana
komptmf dan ketzdakpastmn Dalam perspektif

adalah pada kemampuan

organisasi Lemampuan mereahsas1kan tugas
dan fungsi seperti diamanatkan pada Pasal
13m UU Nemeor 2 Tahun 2002 adalah startegi
menjamin efektivitas organisasi Polri, (Wagner
TIT dan Hollenbeck, 2010: 260) mendefinisikan
. the idesired
outcome of organization design, is a measure of an

efektivitas organisasi sebagai: %...
organization’s success in achieving ifs goals and
a!:je&;‘iws”. Dalam menjamin effektvtas organisasi
Polri, perubahan telah menjadi suatu keniscayaar,
Gunawan (2011) menyebutnya sebagai condifio
Sine'gu #on, yang tidak bisa dihindari tapi harus
integrasikan dalam penyusunan strategi kerja
orgnisasi Polri. Hal ini telah tercermin dalam
tema hari bhayangkara ke 65 yang berbunyi
“Dengan semangat Kemitraan Kita Mantapkan
Revitalisasi Polri guna Mewujudkan Pelayanan

Prima”.

Mengingat bahwa dinamikan lingkungan
organisasi Polri tidak selalu belangsung secara
teratur, bahkan dalam banyak hal menjadi
turbulences,mendorong organisasi Polri tidak bisa
menerapkan strategi yang sama dari satu kasus
dengan kasus lainnya, tetapi harus menerapkan

melakukan tugas keamanam
i osury “tetapi. menggangu ketertlban Keterlibatan Polsi
: :j_"terhadap ketiga tugas pokok Polri tersebut yang - ¢




- strategi penmggulangan yang handal dan up-zo-
" dare sesuai dengan fwrbulences yang: berlangsung
"'_::-p.ac_i_a_ -;s_c}at itu.Konsekuensinya “adalah -adopsi

r '__';_:_il__'x_ﬁi_g_-,pengetahuan- menjadi suatu - keharusan

- ..'.:"-"(Ra'ghavan, 2003).

'_.Denom mempemmbangkan dinamika

._Zymg dlh'tdapl oleh orgamsam Polm tulisanini

~ ‘mengajukan proposi bahwa sistematisir dinamika
lmglxungan organisasi yang bersifat kompleks
“dan  multidemensional dapat  mendukung
efektivitas organisasi Polri. Ilmu pengetahuan
merupakan cara yangistematis dan menyeluruh
untuk  memahami  dinamika  lingkungan
organisasi Polri yang besifat kompleks dan

multidemensional,

Untuk  mendukung  terhadap . proposisi
yang diajukan, bagian pertama dari tulisan
ini membahas teatang dinamika linglkungan
organisasi Poldl. Bagian ini akan memberikan
gambaran tentang ruang lingkup dan magnitude
permasalahan yangdihadapi oleh organisasi Polri,
sekaligus memberikan isyarat tentang modalitas
yang harus dikembangan oleh organisasi Polri.
Pembahasan bagian  kedua adalah  asumsi
keilmuan akan diketengahkan denganmerujuk
pada pembahasan bagian, pertama. Pada bagian
terakhir dari tulisan ini mengetengahkan strategi
integrasi dari hasil pembahasan_pada bagian
pertama dan kedua.

Dimensi Dinamika Lingkungan Polri

Perspektif terhadap dinamika lingkungan
organisasi Polri dapat dilihat dari perspekdf
kebijakan publik dan perilaku organisasi.
Perspektif  kebijakan  publik  memberikan
suatu gambaran tentang dimensi lingkungan
organasasi, sedangkan perspektif perilaku

organisasi  memberikan  suatt  gambaran
tentang bagaiman organisasi Polri bersikap dan
menentukan coping strategy berdasarkan pada
dimensi lingkungan organisasi yang dihadapi

oleh organisasi Poli.

Pcndd\.a.t an ’\fltsiudmphncr terhady é) Dinamika Linglkungan Organisasi ?OLI{I

uatu Upaya Tnistasi Dmplm T choi;sla

~Dalam perspektif kebijakan publik, mzw#f__;’_-’ o
defre suatu organisasi adalah ketika 0rganisz£_$__i_f _
tersebut mempunyai suatu misi dan atau target e
yang dicapai (Wagner 111 dan Hollenbeck, 2010; .
Stroh, et.al. 2002). Pada suatu organisasi swazsta_".'-._:.-
(non-publik) misi dan atau target tersebut dapat L
mencerminkan, arah kebijakan dari organisasi
tersebut. Pada tingkat lebih lanjut misi dan atau'._ o
target tersebut diwujudkan dalam suatu program -
dan semua anggota organisasi tersebut dlkerahaq L

untuk mencapai target yang ditetapkan. Prinsip
dan mekanisme ini juga berlaku pada organisasi
publik. Penetapan target oleh Kepala ‘Polri
akan menjadi rujukan bagi setiap bagian dari
organisasi Polri dan dalam waktu yang bersamaan
setigp anggota Polri akan dikerahkan untuk
mencapai target tersebut. Namun perbedaan
antara organisasi Polri dengan organisasi swasta
terletak pada sasaran dari target yang ditetapkan
oleh pimpinan organisasi swasta dan Kepala
Polri. Target yang ditetapkan oleh kepala Polri
memunyai dampak pada anggota masyarakat
secara luas dari berbagai kalangan yang terdiri
dari berbagai kelompok ctnis maupun steatifikasi
sostal. Oleh karena itu target yand ditetapkan
oleh kepala Polri merupakan agenda kebijakan
publik. Hal ini tercerminkan dalam argumentasi
yang dikemukakan oleh Luke (2002: 50) sebagai
berikut:

H public agenda isithe /m'ger set of problems or

sactetal concerns that the

general public is paying some sevious atfention fo at

any given time’,

Meskipun  terdapat perbedaan dalam
cakupan isi kebijakan dan sasarannya, kebijakan
pada orgaisasi swasta dan publik mempunyai
dasar yang sama yaitu kondisi obyektif yang
dihadapi oleh kedua jenis organisasi tersebut.
Hill (2005) menyebutnya sebagai fzcz. Dengan
mempertimbangkan  kondisi  yang  terjadi
sekitar organisasi mengharuskan atau secara
logika setiap target yang ditetapkan oleh
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dalam pengambﬂan

latan M ult:d;sﬁ))mu

- rh.adap Dmam{
- Suare Upaya Inisiasi Kipolisi

isiplin Hinu Kepolisian -

- bahwa szkap msmnal dari: seomng pem1mp1n-'

keblja,i{an

" ;::1€ﬂ6k51 wesz‘ed inferests. dan ‘seorang pemimpin - . -

- organisasit baxk it orgqmsasx swasta atau publik. L
' '._"Dalam mengajukan argumentasi ini Hﬂl (2005) : ka ta

ﬁ ._;tzdals_ ‘bermaksud: mengatakan bahwa wsz‘ed i
“interest sebagai Lecenderungan antuk berszkap.

"'-.otontel dalam- penenman kebgakan

terhadap kond131 obyektzf di sekirar organisasi.

Salah satu ko_nsekuenm adalah tegadmya conflict
of inferest antara kepentingan pribadi pimpinan
organisasi -dengan misi atau target yang akan
dicapai organisast yang dipimpinnya (Coieman,

2005).

*Park - (2000) pada awalnya -mengajukan
suatu argumentasi bahwa pennentuan kebijakan
adalah steril dari wested inserest
organisasi. Argumentasi tersebut tercermindari

pimpinan

pernyataan sebagat berikut:

‘.‘/i’fmm_’ing to rational assumpiions, the policy
process consists, of the identification af .a
problem demmding a solution or a goal worth

achieving, assessmeng of the aliernative means.

of achieving the desierdgutcome, the markingg
of a choice between these alferrnatives, the
implementation of the preferred eption, and
the solution of the problem or the atiainment
of the objective’. (Parf, 2000: 39).

Namun pada tahap berikutnya Park (2000)
berada pada posisi yang sama dengan Hill (2005)
bahwa memang sikap rasional mencerminkan
wvested interest. Dalam pernyataan di atas sikap
rasional dalam proses pengambilan kebijakan
secara linear diarahkan pada pencapaian tujuan
organisasi yang didasarkan pada berbagai pilihan.
Namun ternyata penentuan pilihan tersebut
terselip wested interest di dalamnya, karena:

such a  process would imply the
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Idnjuf Hﬂl (2005) menga_;ukan mgumentasf;:__':' a

mcrupakan i

tetapi
lebih mencermmkan “sudut pandang subyekt;f .

:OéJEEfZ‘UL’ 2 (Pari, 2000 J9)

o Adanya PEsfed mz‘erest temngkap dalam :
cz ]ngiy degree qf cmcmms Dalam proses _ :

_'_-pencapaian konsensus 11’11 ter}adx proses tawar
_menawar. T’lWM’ melnwar merupakan proses

'artikluam *vesz‘ea’ mz‘eresz‘

D1 sampmg mengungkap tentang adanya
vested insterest penentuan kebijakan dalam suaru
organisasi _ juga . mencerminkan keterbatasan
pimpinan  organisasi  dalam
dinamika li'ngkungan' | organisasi yang tidak
hanya kompleks tetapi saling berinteraksi
satu dengan lainnya dalam arah yang tidak

memahami

ter'atmf. Beﬂcenaan'kondi&éi ini maka rasionalitas
pengambil kebijakan bersifat terbatas. Simon
(},946_) menyebutnya sebagai bounded rationalify.

Meskipun  tugas = pokok Polri, seperti
dinyatakan pada Pasal 13, Undang-Undang
nomor 2 tahun 2002 meliputi tiga aspek dari
kehidupan masyakarat namun  ketiga hal
tersebut paling tidak meliputi empat dimensi
yaitu sosiologis, politik, dan  psikologis, serta
antropoligt. Manfestasi dari kéempat dimensi
adalah persaingan dan komflik. Secara normatif
solusi yang diambil adalah solusi yuridis.
Narmun solusi yuridis tidak selalu efektif karena
permasalahan persaingan dan konflik tidak
selamanya mengandung tindakan yang dapat

diterapkan hukum pidana dan atau perdata.

Sebagai bagian dari organisasi publik,
organisasi Polri tidak hanya mengelola dinamika
internal organisasi, tetapi dan terutama, eksternal
organisasi Polri. Walaupun terdapat perbedaan
dalam bentuk maupun entitasnya, dinamika
yang terjadi baik internal maupun eksternal
dimensi

Taylor

organisasi Polri berada pada empat
seperti yang dikemukakan di atas.
(2011) memberi ilustrasi bagi dimensi politik




GPO].!SJ.B.H dl Rusia ketika ada: penggantian
la pemeuntahan dari Boris Yeltsin ke

_ m:m‘ Putin. Pengantian ini diikuti dengan

‘pegeseran  sistem pemerintahan  dari  Boris
Yeltsin yang desentralistik dan demokratis,
f-:kepada sistem pemerintahan yang desenralisiik

i tapl 1elat1f autoritarian. Sistem kepolisian pada
o masa Yeltsm berorientasi pada upaya inelayani
"._masyamlxat dan tidak bersifat miligeristik, tetapi
~dengan adanya kendali pemerintah yang kuat di
berbagai sektor pemerintaban seroti vang terjadi
di-era pemerintahan /Putin, pesilaku aparat
kepolisian cenderung coercive meskipun tetap
berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Fenomena yang terjadi di Amerika Serikat
menunjukkan dalam
dunia kepolisian, terutama berkenaan dengan

fenomena  sosiologis
perlakuan kepada anggota polisi kulit hitam.
Dalam masyarakat egaliter seperti di Amerika
Serikat perlakuan segregatif dan disksiminatif
terhadap polisi' kulit hitam masih  nampak,
Dalam pengambilan sumpah memang tidak
terdapat perbedaan antara anggota polisi kulit
hitam dan kulit putih, tetapi dalam perlakuan
masih dirasakan adanya perlakukan segreatif
dan diskriminatif. Hal'ditunjukkan oleh hasil
studi melalui intervia demgan angpota polist
kulit hitam di Amerika SerikateBukti perlakuan
diskriminatif tersebut ditunjulkan“eleh Bolton
Jr. dan Feagin, {2004:37) dari hasil ifitesviu
dengan salah satu anggota polisi kulit hitam
sebagai berikut:

“We, the black race, especially my age group—
born in the Jifties, sixties, Sforties—awe know
how it is to be denied, how it is not to be
accepted, and fo know how fo struggle and
that, whatever you get, vou have fo take it. T
mean not by force but, you have to earn it. You
have to make a way in life for yourself”.

Kejadian penyandaraan oleh sekitar 150
angota polisi Equador terhadap presiden Rafael

"_Pemic.ka.mn Multidispliner rerhada §) Dinamika Lingkungan Organisasi POLRI

uaty Upaya Inisiasi f)xslpimcglmu Kepelisian

Correa merupakan kombinasi dimensi politil
dan psikologis. Kejadian tersebut mel‘upakaﬁ:“'-"
fenomena politik karena menyangkut seorang’ .
presiden, dan mendorong presiden di Amerik’_a"i i
Latin untuk membahas masalah tersebut:,’”_'-_"'. o
tetapi kejadian tersebut muncul karena adanya:
ketidakpuasan=dari sekelompok anggota polisi. -
dengan diberlakukannyasundang-undang baru
oleh kongores yang menyebabkan pemotonvan )
gaji mereka. Hal ini menimbulkanirasa frustasi
anggota polisi dan ungkapan yasafrustrasi -
ini diwujudkan dalam bentuk penyanderaan

Unruk
mengatasi hal ini presiden Correa membubarkan

terhadap  presiden dan konggres.

konggres dan  membatalkan pemberlakukan

undang-undang baru tersebut (Bisnis Indonesia,
2010).

Apa yang terjadi di berbagai negara tidak
menutup kemungkinan terjadi di Indonesia.
Keterlibatan anggota Polri dalam penggunaan
Narkoba (kompas, 2012) dapat dikategorikan
sebagai Dalam
terminologi Psikelogi hal tersebut dikategorikan

permasalaban . piskologis.
perilaka menyimpang.” Tetapi, sebagaimana
diberitakan oleh Media Indonesia (2012),
terdapat 43% anggota Polri melanggarhukum
dan etika, maka fenomena ini dapat bergeser
ke ranah politik, karena terdapat pergesekan
kepentingan antara orgapisasi Polri dengan
masyarakat. Dalam kofiteks yang sama dengan
kasus yang berbeda adalah pertikaian antara
anggota Polri dengan anggota TNL Pertikaian
ini awalnya dimulai dengan dari masalah
pribadi tapi melibatkan antar kelompok anggota
(Kompas, 2013). Di mata masyarakat pertikaian
ini tidak dianggap sebagai permasalahan pribadi
tetapi telah mencerminkan perselihan antara
Polri dan "I'NI. Hal ini dapat menimbulkan rasa
ketidakpuasan anggota masyarakat terhadap
organisasi Polri, dan menyebabkan protes
terhadap keberadaan dan atau peran Polri dalam
merealisasikan pesan Pasal 13 UU nomor 2 tahun
2002. Kasus yang terjadi di Batam dapat menjadi
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' jalqarta Post 2013)

: '_'hngkﬁngan olgamsam P01r1

o muncul sebagaz a.klbat d1r1 perbuatan__ _ngcrota_' -
L Polxl, seperti yang dﬁ\etengahlnn di atas, tetapl_'- _
juga bisa karena _posisi: oagamsam Po},n Sedah

.. satu dlmenm pohtﬂ\.. yang menonjol adf%hh

- posisi Polri wis a vis Pem:.hhan umurm brll]:‘» pada _
'tingkat nas;onal Dahm Lomeks p03151 Polri
tldak blsa hanya diam tetapl harus secara, aktlf .

1kut menjamm kebellqngsungan pemlhu secara
aman dan lancar. Mcngambﬂ POSlSi netral daldm
pemdu bukan merupakan plhhm yanor tepat
Larena dapat men gundang kritik dari masyas:akat
Pane (2014 7) menvilustasﬂ{an sebclgau berlkut

:"“.Bz'cam' pemilu 'z%ersz/a “tak -'Eranya bzcm‘a
kecurangan. atau nez‘%a_]iz‘a;v Polri di Pemilu
“dan Pilpres 2014, Pemilu bersih {ak terlepas
- dari keberadaan aparaf keamanan, datom hal
“ini Polri sebagai institusi yang diamanatkan
CUUD 1945 untuk menjaga keamanan Z?agr

sz’genap Bngsa I ndmzesza

~ Kasus tentang pemakaianJitbab untuk para
Polwan tidak mengundang bcrbéga1i komentar
dari berbagai pihak sampai dengan “wakil
presiden. Inti dari argumentasi yang mereka
ajukan bahwa penggunaan Jilbab oleh para
Polwan dalam melaksanakan tugas scharusnya

Sebaliknya
penggunaan Jilbab bagi Polwan justru merusak

tidak menghambat. pelarangan
citra Polri. Menurut Wakil Presiden, penggunaan
Jilbab oleh Polwan merupakan bagian dari
HAM (Republika, 2013).

Apa yang diketengah di atas menjadi isyarat
bahwa strilisasi organisasi Polri dari berbagai
bentuk dinamika lingkungan organisasi tidak
lagi memungkinkan. Pada era keterbukaan
karena faktor tekonologi informasi maupun
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_ . LD i _demokrans
1da1<: puas deno an peran Poln mcreka menunmt_i

5 b_crlan_gsu_ng

. Kapolda Rzau unmk mengundurkan diri (The'  komunis mcmpunfkapltahs mempunyal dampak..

_Dlmens1 pohtxl«. yang men}ach bagmn dam____ b

'._}LarlosuncT terhadap tentang bagmmand struktur :
'orgamsam chbentuk d'm budaya 01rrar115331 serta :

penenman strukrur dan berbaga; aspei\ oxgan;sasn -
diarahkan untuk mencapai target yang telah
-dltetflplnn MecShane  dan Von ‘Glinow (2010:
7) meletakan hal ini dalam konsep organization
eﬁ%ciwmess denrran penjeiasan sebageu berikut:

¥ ':“Orgam/naiwm _._:_:_:z_f'e mnszderea’ effective
 when they have & good fit with their external
:'_en@zm?zmem‘ when z‘bezr mz‘emcz! subsystenis

. are configured fm’a /ng/ pe; fommme workplace,

 when they are learning organizations, and

'%:,t_,!/acf?z z‘f_}gy saz‘zyﬁ/ the meeds of key s_m/_ce}._ra/ders”.

~ Dalam penjelasan tersebut pencapaian
target -tidak belangsung secara idle, ftetapi
éebaliknya dilakukan dengan proses belajar
melalui penetapan sistem learning g1ganization
dalam subsistem yang menjadi bagian dari
organsasi tersebut. Learning organization tidak
hanya meningkatkankapasitas dalam upaya
untukemenentukan pencapalan target yang
telah ditetapkannya, tetapi meningkatan daya
saing dengan organisasi lain (Wagner 111 dan
Hollenbeck, 2010). Upaya untuk meningkatkan
keduanya, seperti yang dikemukakan oleh Lee Sr
(2000:3) dengan peningkatan dan pengelolaan
pengetahuan yang dilakukan melalui “ Persor-Zo
person sharing of individual tacit knowledge,
zn the form of best practices, lessons learned,
war stories, eft., represents the most effective and
richest transfer of organizational knowledge
Di lain pihak, melalui argumentasi
conigency theory, Levasseur (2004) berpendapat

available”.

bahwa learning organization dapat mendukung




marmpuarn suatu organisasi dalam berkompetisi

'"'-"-'-'r_té'rgéﬂ.mng pada kemamuan menyesuaikan
Codan mengadopsi

g permintaan  lingkungan
::"_ :__.:-'égganisasi dengan proses dan struktur yang ada
~ dalam organisasi tersebut. Dalam upaya untuk
ﬁiényesuaiakan dan mengadopsi permintaan

~lingkungan organisasi tidak dapat dilakukan

L secara random, meskipun perubahan yang teriadi

| '_ pada lingkungan organisasi dapat terjadi secasa

S random; dan di atas perubahan tersebut disebut

sebagai furbulences.

Mengingat bahwa organisasi merupakan
- suatu sistem yang telah mapan dan mempunyai
aturan main yang telah disepakati; kondisi jni
dapat menjadi titik tolak sekaligus pegangan
dalam menentukan upaya penanggulangan
dan tidak mupeul sebagai upaya individual,
bahkan oleh seorang pemimpin yang paling
berkompeten sekalipun. McShane  dan Von
Glinov  (2010), berpendapat bahwa  upaya
penanggulangan  tersebut merupakan . upaya
kolektivitas. Keberhasilan dalam menanggulangi
permintaan lingkungan adalah keberhasilan
organisasi. Meksipun demikian, peran pimpinan
tetap  kritikal terutama dalam melakukan
inisiasi langkah yang “tepat schingga  dapat
dijadikan pedoman bagi “anggota organisasi
untuk melangkah. Van der Heijden et.al (2000)
menyebutnya ketepatan ini sebagai sixtsense dari
scorang pimpinan, karena hal ini merupalan
kombinasi  dari sikap  rasional (fmow!ecige
Justification) dan intuisi (experience Justifeation).

Sixtsense merupakan suatu strategi dari sudut
pandang organisasi, terutama dar kompetensi
pemimpin Adanya
dan  dinamika lingkungan organsasi

seorang organisast,
variasi
yang cenderung muncul sebagal furbulences,
menjadikan sixt sense diarahkan alurasi dalam
mengidentifikasi variasi dan dinamika tersebut.
Huy dan Mintzberg (2003) mengidentifikasi
tiga jenis variasi dan dinamika lingkungan
organisasi yang terdiri atas dramatik, sistematik,
dan organik. Bagaiamana seharusnya seorang

Pendekatan Multidispliner terhadap Dinamika Lingkungan Organisasi POL“RL'_
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pimpinan organisasi dapat meartikulasikan six_g%__
sense yang dimiliki sehingga dapat menjadi suaty
strategi yang manjur, Huy dan Mintzberg (2003: |
80) mengajukan mekanisme sebagai berikut:

“‘Because dramatic change alone can be jm"z‘;':.’
drama; “sysicimatic change by itself can be ;
deadening, and organic change without l‘/Je
other rwo can be chaotic, theast be combined
or, maore offen, sequenced and paced over time, ::_.'

creating a rhythm of chan e’

Jika pembahasan di atas lebih menekankan
sudut pandang organisasi sebagai suatu sistern
adaptasi terhadap lingkungan dalam skenario
learning organization dengan lebih menckankan
pada peran Scorang  pemimpin  organisasi,
hal int tidak dimaksud antuk menegasikan
peran anggota. Pembahasan berikut justru
akan mengetengahkan peran anggota sebagai
bagian ~dari. kolektivitas organisasi. Namun
karena anggota jumlahnya relatif masal, maka
pembahasan berkenaan tentang anggota tidak
pada peran masing-masing  anggota, tetapi
pada posisi relatif antara satu anggota dengan
anggota lain dan antara sckolompok gnggota
di satu pihak dengan kelompok #pimpinan
organisasi di lain pihak. Dengan’ berdasarkan
pada argumentasi tersebur terdapat dua hal yang
akan diketengahkan yaity faktor persepsi dan
motivasi; “serta budaya dan komunikasi dalam
organisasi.

Argumentasi yang dikemukakan adalsh
anggota organisasi, termasuk anggota Polri
adalah manusia. Strutuks fisiologisnya terdiri
dari sistem emosi dan kecerdasan. Interaksi dari
keduanya menjadi prediktor tentang bagaimana
anggota organisasi, termasuk anggota Polri,
akan bersikap dalam melaksanakan tugas yang
dibebankan kepada mereka. Perubahan sistem
penangan Kantibmas yang diperkenalkan oleh
Kapolda DXI Jakarta Irjen Putut Bayuseno
dari Serse kearah

pendekatan menjadi

Jurnal D Repolisian | Edici 084 | September - Desember 2015




- Pendekatan Mvindtid
*Suatu Upa.y'i nisiasi

tinerterhadap Dinamika

: :";_._pendekatan_ “Ka a5 merupakm

'--'--__perubahfm mel\amsme ker}a dalam: omqmsam:_-;
':2013)

;Poéda Metro. DK:{ ]a.karta .(Kompc;ts“

juga® mmu‘z‘mem‘ mggota Poln d1 11ng1<:ungan_”
- Polda; Motivasi. dan pe1sepe>1 angcrota Poljdi*

':. :'-_.hncrkungan Polda Dalan
dant

motvasi tid&k secam elas

_ _permukam tetap1 nampak l<et1ka anggota. Poin .

. - .51mu1ta11 Lehadlran ers ekt}.f organisasi dan
di Polda den@qn penuh semangat mereahsas;kan ) ? p 1 5

:-pendekatan qumbmqs tersebut merupakan_

releksi: motivasi- dan persep51 (posm{) mereka.
Motvasi dan pergepsi merupakan suatu kondisi
kepribadian yang hanya nampak ketika seseorang
mcwqudkmnyq dalam bentuk tmdakan Dalam
perspekt;f organisasi tmdakan tersebut bukqn
merupakan perwujudan kepentmgan pnbadl
tetapi iebih merupakan rcﬂekm comsmitment
terhadap pencapaian target suatu organisasi
{McShane dan Von Ghnow, 2010; Wagner III
dan Hoﬂenbeck 201(}) Dalam memjudkan
motivasi dan persepsi menjadi suat_u:ti_ndaka_n
bukan berarti tanpa suatu tantangan. Upaya
untﬁk_ mengatast taﬁtan_gan internal organisast
juga merupakan perwujudan meningkatkan
motivasi dan merubah  persepsi. Raghavan
(2003) memberikan ilustrasicomitfment anggota
polisi India dalam memelihaga haromniasi
kelompok masyarakat muslim dan,_ hindu
di India. Sebagaimana diketahui mayoritas
masyarakat India beragama Hindu. Hal ini
menjadi tantangan bagi tersendiri bagi anggota
polisi India yang menjadi bagian dari masyarakat

India.

Kasus  pendekatan  Kantibmas  yang
dilakukan oleh Kapolda DKI Jakarta dan
orientasi kerja menantang vyang dilakukan
oleh kepolisian India tidak hanya merefleksi
motovasi dan atau persepsi, tetapi juga budaya
dan sistern komunikasi dalam organisasi Polri.
Ketika perwujudan motivasi dan atau persepsi
telah menjadi bagian yang terintegrasi dari
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kungan:Organisasi POLRI

suatu .

: ::dan berplklr setmp anggota ‘polisi. Fenomena Fra e
-tersebut mereﬂeksﬂcan chmeﬂfﬂ antropoiogls-_- o
.'_'_dalam orgamsasz Poln '
: 'eahmsnya persepm_._ E

mun(,ul i :
'- kasus tldak ter}adi secara sequenssal tapz secara - -

suatu _0rga1115351, mftka ~ketika itu - perjudan -

._.metIVRSJ. dan’ pesepsz telah berubah men_]adi'._"' |
b o suatu sastem 1111&1 budaya yang menja jadi pedomd:i
: "-Keberhasﬂan dar;, pendeka‘mn tidak hanya pada  dala
- -'kepumsan impolda DEKI ]akarta semata, tetaplf

sistem’ komumska& dan ‘pola bertindak

Keempat dimentz tersebut dalam banyak

manajemen menjadx dlmen31 diluar keempat
dimensi tersebut, templ menjadl baglan yang
termtegratif dengan keempat dimensi tersebut.
Perspekuf organisasi mengatur sistem nilai dan
komunikasi dalam organisai Polri dan persepsi
da_n motivasi berdasarkan teori kepemimpinan
dan kcwenéﬂg_a_n - dapat  diterapkan pada
ofganisa_si Polri. Upaya untuk mengelola dan
mengendalikan keempat dimensi tersebut
memerhikan p'enerapan prinsip manajemen,
terutama untuk mencapai kriteria efisien dan
efeltif. Kedua kriteria tersebut bersifat mutually
exclusive, tetapt dalam pencapaian program
harus didasarkan pada kedua kriteria. Dengan
dalam

maka pelaksanaan program organisasi publik,

demokratisasi sistem  pemerinitahan,
seperti organisasi Polri; juga harus memenuhi
kriteria akuntabel. Kriteria ini mengharuskan
pelaksanaan  program Polri  tidak hanya
selesai tepat waktd, tetapi juga memberikan

kemasalahatan kepada masyarakat secara luas.

Asumsi Keilmuan

Fenomena dan kecenderungan

yang
disajikan di atas memberikan gambaran tentang
ruang lingkup dinamika lingkungan organisasi
Polri yang terjadi secara acak yang berwujud
sebagai furbulences. Pendekatan secara sistematis
dan obyektif dapat memafsilitasi organisasi Polri
dala menetapkan strategi penanggulangannya.
Salah satu perbedaan antara orang awam dan
akademisi dalam melihat suatu fenomena adalah

dari cara memandang terhadap fenomena




i -;'lzu

_ ut; Dalam melihat suatu fenomena orang
._w m . tanpa - didasari pada suatu perspetif
, 'ng disebut. -dengan disiplin keilmuan, - di
. '--'pﬂmk akademisi melihat suatu fenomena

-~ didasarkan pada suatu prespekdif disiplin ilmu.
"_f_.'.::_-.-Q_r._a_r}_.g awam tidak menyajikan suatu inferensi
. terhadap fenomena yang diamati. Di lain pihak
.""-élk:ademisi menghasilkan dua jenis«ineferensi

. i pertamq adalah akunulasi pengatuan berkaitan

e dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Kedua,
akademisi dapat memlberikan strategi upaya
penangguiangan secara sisternatis dan obyektif.
Obyektmms mengerminkan kondisi  tanpa
ada intervensi Berdasarkan pada preferensi
tidak

seorang 1kadem151 tidak dapat mengambil sikap

”Lkademm ~Namun demikian berarti
terhadap fenomena yang diamatinya (Starbuck,
2006). Sikap ini mencerminkan rasa skeptisme
akdemisi untuk menjawab dua tiga pertanyaan
pértﬁina apa fenomena tersebut, bagaimana
fenomena tersebut bisa ada atau terjadi, dan
faktor apa saja yang menyebabkan fenomena

tersebut terjadi.

- Di samping itu, argumentasi lain yang
dikemukakan di kalangan ahli ilmu sosial adalah
comprebensiveness  dalam menginterpertasikan
suatu- fenomena. Salah ‘satu keiteria akurasi
dalam  melakukan inferenst®terhadap suatu
fenomena adalah comprebensivenessnNamun hal
ini tidak berarti bahwa analisis harus meneakup
segalanya. Ada dua prakondisi yang pada
umumnya digunakan untuk menentukan kriteria
comprehensiveness. Pertama, analisis dalam
suatu disiplin ilmu sosial didasarkan pada asumsi
ceteris paribus. Berdasrakan pada asumsi in, setiap
akademisi ilmu sostal akan mempertimbangkan
hanya “sebagian” dari “keseluruhan” faktor yang
mungkm mempengaruhi terhadap terjadinya
suatu fenomena. Hal ini bukan berarti bahwa
akademisi tersebut tidak mengetahui jika faktor-
faktor lain tersebut tidak ikut ber pengaruh, tetapi
karena keterbatasan landasan - teori dan data

yang tersedia, maka faktor-faktor lain tersebut

]’cnd:_l\lu an I\Iulmiasphn{.r terha 1chsp Dinamika Lmzkun(T an Qrg:,imsqs; POLRI k
uatu Upaya Inisiasi Dmplm Nmu Kepolisj; apiiio

anggap konstant {(hold constani). Kedua, seti_;iiji;_i_ :
disiplin ifmu sosial mempunyai ruang lingkup.
dan spesifikasi terhadap fenomena yang menjadi- - -

obyeknya.
perhatiannya pada interaksi antar individu dalam

suatu kelompok sosial, sementara ilmu politik i
memusatkan “perhatiannya pada kepentingan -
dari - setiap anggota dari kelompok sosial.

Dalam kenyataannya, tidak 'ada kepentingan
yang muncul dalam keterisolasianptetapi dalam
proses interaksi antar anggota masyarakat; tetapi

Sosilogi akan memusatkan pada proses interaksi -

texsebuty dan politik akan memusatkan pada
kepentingan dari setiap inidividu. '

Secara historis  tradisi keilmuan selah::;
didasarkan pada = tradisi  filsafat,

filsafat merupakan cara berpikir radikal dan

karena

hakiki tentang suatu fenomena kehidupan
sosial manusia. Filsafat yang menjadi dasar
dalam pengembangan “ilmu sosial meliputi
dasar epistimologis, ontologi,
(Suriasumantri, 1976).
perhatian pada
iimu Hakekat

ini secara lebih spesifik melihat bagaian

dan axiologi
Dasar epistimologis

hakekat
epistimologi

memusatkan
pengetahuan.

pengetetahuan tersebut dapat terjadi dan dapar

dipertanggungjawabkan  untuk _menjelaskan
keterkaitan antara satu  fendmena dengan
fenomena lainnya, Fenomeéna yang berkaitan
satu dengan lainnya senantiasa bervaraiasi.
Variasi ini merupakan suatu  kenyataan
fenomena sosial. Dalam perspektif onotologi
variast fenomena merupakan bagian dari
pusat perhatian ilmu pengetahuan. Perbedaan
fenomena tidak salah atau benar, tetapi memang
demikian adanya. Keberadaan ilmu pengetahuan
tidak untuk ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi
untuk memberikan kebermaknaan terhadapan
kehidupan  sosial manusia. Hal merupakan

argumentasi axiologi dari ilmu pengetahuan

(Surtasumantri, 1976; Winch dan Gingell,
1999).
Kekuatan  dasar  ilmu pengetahuan
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Sosiologi ~ misalnya memusatkan




S CinE mendukungnya,
L mempunyai kedudukan yang. Ixuat Jlk?c dldukung'

_ "::-oieh fakta® emplrls (Mchms, 2006) Meslupun :
::::'-kekuatan kedudukan suatu’ ‘teori tergantung'

Dmam:ka ng
151phn T ch01151

5 -._.-_.-:-__yano terdm darz epls‘ﬂmoiogz ontoiogl,--.;:_ é'n:;-jf_.

"a}aoiogrL ’cerletak pada pemmusan teori yang
;tersebut

“dan teon '

' _"pada fakta emplrls ndak beram bahwa teon

fenomena dan hubungan anfara fenomena
sosial. Berdasarkan pada relatwitas sosial, teori

memberlkan piedlkSI terhadap hubungan dua
fenomena . - TS

' Buku teon txdak membenkan kebenaran
absolut adalah ketika teori, melalui metode
deduktif, -diturunkan dalam suatuy ‘hyopthesa
maka pembuktian hyptothersa tidak diarahlan
untuk membuktikan kebeneran atau kesalahan
teori yang dirujuk oleh hypothesa’ tersebut.
Sebaliknya pembuktian hypothesa merupakan
cara untuk membuktikan “keberlangsungan”
(contededness) suatu teori. Jika hypotesa tersebut
terbukti masih ‘didukung oleh fakta empiris
maka secara otomatis keberlangsungan suatu
teori dapat dlpertahankan

Strategi Integrasi

Dalam Prof.
Koespramono Irsan, beliau mengatakan bahwa

suatu  diskush, -~ dengan
berdasarkan pengalaman akademisnyawketika
masih kuliah di Amerika, dikatakan bahwa ilmu
kepolisian bukan merupakan disiplin  single,
tetapi merupakan multidisilpin. Oleh karena itu
terjemahan ilmu kepolisian adalah pofice sciences.
Dalam dua kata ini mengandung makna bahwa
ilmu kepolisian tidak hanya tentang anggota
polisi, tetapi lebih pada posisi relatif organisasi
polisi dalam konteks kehidupan politik dan sosial
anggota masyarakat yang menjadi subyek tugas
anggota polisi. Kata police tidak merujuk pada
individu anggota polisi, tetapi konsep kepolisian
dan anggota termasuk di dalamnya.

Berdasarkan pada ketika

argumentasi
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akan_'

makna polzce sciences: melujuk ‘pada posisi relatif

E kehldupan p()htlk dan sosial, maka’ konsep pa!zceg
. Sciences antara lain mehputl diplin: ilmu. sebagalf .
.'_. benl\.ut_ sos;logi Lepolxs;an, pohtlk kepohsmn
~dan anthropohg1 kepohsmn, serta ekonomi'.:_-f-._.__.
-g'kepohisuan dan kr1mmolog1 tentunya, Meksapun'. =
j'masmgmmasmcr menjaéu satu bagian dari entitas

s :.membenkan kebenamn absolut tetang Suatn -

ilmu kepohs1an _tetapi dlantam &zs1phn ﬂmu
tersebut b@i mfat mm‘ua@ exr:lmzw :

Kr1m1nolog1 menurut Greenne (2007)

“dalam - pengantar - buku - The encyelopedia - of

po/zre sczmce, adalah merupakan induk: dari
ilmu kepohs;an karena didasarkan pada suatu
konvensi bahwa tugas utama adalah menagani
tindakan kriminal termasuk para kriminalnya.
Secara dengan perkembangan jaman, para ilmu~
ilmu sostal tidak secara ekslusif memusatkan pada
subyek yang menjadi pusat perhatian utamanya,
tetapi melakukan synthesa antar prinsip disiplin
ilmu dengan ‘masalah- masalah yang d1tancran1
oleh kepohsxan -

Buku tentang diskriminasi terhadap polisi
kulit hitam di Amerika Serikat yang diulis
Bolton Jr. “dan Feagin, (2004) menyajikan
fenomena sosiologis, karena dalam boku itu
mengetengahkan dua fenomena sosiologis yang
stratifikasi sosial dan perjuangan kelas sosial yang
tertindas untuk mendapatkafi pengakuan dari
kelas sosial yang lebihtinggi. Upaya polisi kulit
hitameini~dapat juga merefleksikan fenomena
politik, karena upaya untuk mendapatkan
ilmu pohtik

pengakuan  dalam  disiplin

merupakan strategi artikulast kepentmgan

Tulisan yang dibuat oleh Heijes (20_07_)
secara lebih kongrit menyajikan fenomena
antropoligis yaknis tentang organisasi polisi di
Belanda yang anggotanya terdiri kelompok kulit
hitam, suku Curacoa, dan kulit putih Belanda.
Masing-masing suku mempunyai sistem nilai
budaya yang berbeda satu dengan lainnya tetapi
masing-masing dari mereka mempunyai misi
yangsamayaitu menjamin ketertiban masyarakat




: Belanda berdasarl;an pada aturan main organisasi
_}"kepohsmn dan bukan nilai budaya dari masing-
= masing lelompok asal anggota polisi.

..".-Contoh—contoh di atas memberlkan

"-"'_3__.-11ustms1 tentang dimensi ilmu kepohslan

i ._'_Berdasarkan pada ilustrasi tersebut  maka
“pada tulisan ini diusulkan dlSLplm ilmw sosial

| ”.'.-._.:yang dapat dljadlkan sebagai baglan dari

ilmu . kepolisian. Disiplin ilmu kepolisi dlbagl
) ménjadi dua kelompoks Kelompok pertama
adalah berkenaan dengan dengan permasalahan
eksternal organisasi polisi, dan kelompok kedua
adalah berkenaan dengan permasalahan internal
organisasi  kepolisian. Penjelasan  tentang
masing-masing  disiplin ilmu dilakukan secara
garis besar, dengan merujuk pada Undang-
undang Nomor tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Tentu saja pada
tingkat yang lebih rinci penjelasan masing-
masing disiplin memerlukan suatu argumentasi
konseptual dan teoritikal berdasarkan pada dasar
keilmuan yang terdiri dari tigas yaitu epistimogi,
ontologi, dan axiologi.

Kelompok eksternal organisasi kepolisian
meliputi: (1) Krimilonlogidengan pusat perhatian
pada penangan tindakan kriminal dan kriminal
itu sendiri. Dalam upaya untuk menindak agar
kejadian  kriminal diterapkan prinsip-prinsip
yang berlaku pada kodofikasi hukum™pidana.
(2) sosiogi kepolisian memusatkan perhatian
pada bagaiman pola-pola interkasi dalam suatu
kelompok masyarakat dan stratifikasi sosial
dalam kelompok masyarakat tersebut. Dengan
menggunakan disiplin sosiologi memberikan
pemahaman bagi anggota Polri tentang konteks
masyarakat ketika penertiban masyarakat akan
dilakukan. Setiap stratifikasi mempunyai aspirasi
dan pemahaman tentang ketertiban yang berbeda
satu dengan lainnya. (3) Antropologi kepolisian
memberikan suatu gambaran tentang nilai-nilai
budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat.
Pemahaman terhadap disiplin  antropologi
memberikan pedoman bagi anggota Polri dalam

Pcndckamn D«Iuludlsplmu terhadap Dinamiks Lingkungan Organisasi POLI{[ -

Suata Upaya Inistasi Dlisiplin Tlmu K{.pOhHlaﬂ

'meIaLukan pendekatan terhadap kelompok

masyaraix_at Penertiban yang dilakukan Oleh

anggota Polri diharapak tetap dapat menjag:a-__" o
kelompolk * -

harmonisasi  kehidupan  sosial

masyarakar. (4) Politik Kepolisian memusatkan =

pada perhatian yang pola kepentingan yang :
telah ada dan terbentuk dalam suatu kelompok.' N

masyarakat; dan manuveryang dilakukan oleh__':"'
masyarakat untuk mempertahankan kepentingan
tersebut. Disiplin politik memberikan rujukan -
bagi anggota Polri tentang strategi ménghindari -
friksi antara anggota Polri dengan kelompok
ketika

kelompok masyarakat dilakukan.

masyarakat penertiban  pada suatu

Kelompok "internal organisasi Kepolisian
meliputi (1) perilaku organisasi kepolisian
mempelajari tentang struktur organisasi dan
sistem  kewenangan, kepemimpinan, serta
hubungan kerja antar anggota serta antara
anggota di satu pihdk dengan pimpinan di
lain pihak. Disiplin ini menjadi rujukan untiuk
menjamin orgauization ¢ffectiveness Polri. (2)
Manajemen  Kepolisian memusatkan pada
sistern alokasi dan mobilisasi sumber daya dan
dana yang tersedia pada organisasi kepolisian.
Dengan prinsip efektif-efisien maka pefggunaan
tersebut diarahkan untuk menjamin optimalisasi
dalam  pencapaian program<'kerja. Dengan
disiplin ini, maka pimpinan organsasi kepolisian
dalam mengaturberbagai sumber daya dan daya
secara efisien dan efektif untuk mencapai target
jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam
suatu organisasi, termasuk organisasi kepolisian,
ketersediaan sumber dana dan daya selalu
terbatas, oleh karena itu diperlukan strategi
untuk menjamin ketercapaian target secara
optimal meskipun ketersediaan sumber dana
dan daya terbatas. Dalam disiplin manajemen
juga cenderung berhimpit dengan disiplin ilmu
ekonomi.Oleh karenaitu disiplin ekonomi,dalam
tulisan ini, tidak diusulkan sebagai suatu disiplin
tersendiri yang mendukung pembentukan ilmu

kepolisian. (3) Psikologi kepolisian merupakan
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: 'Pc.ndckatan l‘vlultsdls%mcr t:.rh.:&ap Dmam;%.n Lm
- Suare _Ugaya] lin Ilmu:Képolisi

;-pqda penlaku 111d1v1du Ang ota: pohsz adalah"-

' ":."manusm yang sama dengan manusxa dar1 =
Dencan _..._...(2004) B!ac/’ m b[ue A”ﬁ'zccm dﬁzemmn po{zce

peniaku : dlharapkan plmpman__'--eﬁi“” and mczxm New York Rout!edge

'_:f__':;berbagal Lelompok sosial hmnya
) '{memaham;

& _. i fo;gamsam pohsx dapat memberi perlakuan y&ng'_'ﬁ i
- __'_'tepat berdasarkan pada. tipe Lepnbadlan Angof
- polisi. Dengan perlakukan yang tepat dlhampkan

| ) '-'dapat mendukung kmerja anggota p01151

Kehadiran teimologi terutama teknologl
i.._nfo;masx,. dapat - menjadi - disiplin tersendiri,
o2 dengan " ilmu  kedokteran.
Namun dalam kedua disiplin tersebut tidak

demikian -~ juga: ilmu
menjadi pusat perhaman karena tulisan ini
merusatkan pada disiplin ilmu sosial. Namun
teknologi informasi dapat memfasilitasi dalam
pengembangan disiplin ilmu kepolisian terutama
berkenaan dengan penyediaan data secara massiv
dan berbagai dimensi. Keunggulan teknologi
informasi adalah dapat menyimpan data dalam
jumlah besar dan data tersebut dapat diambil
(retrived) setiap saat.

Penutup

Disiplin  ilmu ‘pengetahuan sosial dan
organisasi kepolisian telahaenjadi suatukesatuan
yang bersifat sibiose mutalistis antara keduanya.
Fenomena yang terjadi eksternal maupun
internal organsasi kepolisian dapat memperkaya
khasanah ilmu sosial. Bagi organsasi kepolisiang
pendekatan, konsep, dan teori dari disiplin-
disilin ilmu sosial dapat menjadi dasar untuk
menentukan strategi mengatasi permasalahan
internal dan eksternal organisasi kepolisian.

Pelembagaan ilmu kepolisian untuk menjadi
disiplin keilmuan menjadi kuat jika didukung
oleh suatu penelitian dengan mendasarkan pada
prinsip-prinsip metodologi penelitian ilmu
sosial yang tepat. Oleh karen penelitian menjadi
bagian yang terpisahkan ketika pelembagaan
disiplin ilmu pengetahuan menjadi target yang
akan dicapai.
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